SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA

Menimbang

Mengingat

TINGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

. bahwa penyelenggaraan pemerintah yang baik dan

terukur dalam satu data merupakan bentuk pelayanan
pemerintah kepada masyarakat dan kewajiban bagi
Pemerintah sesuai dengan amanat Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

. bahwa guna mewujudkan keterpaduan perencanaan,

pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan,
perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir,
terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses,
dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama,
terintegrasi, dan berkelanjutan diperlukan perbaikan
tata kelola data melalui penyelenggaraan Satu Data
Indonesia;

. bahwa Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum di
masyarakat sehingga perlu diubah;

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;



Menetapkan

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah = Kabupaten = dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah = Kabupaten  dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021
Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021
Nomor 47) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 dihapus sehingga Pasal 7
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, Data
harus:

a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/
skema/komposisi penyajian, dan semantik/
artikulasi keterbacaan; dan



b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca
sistem elektronik.

(2) Dihapus.

. Ketentuan ayat (3) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 10
(1) Pembina Data tingkat Daerah mempunyai tugas:

a. memberikan rekomendasi dalam proses
perencanaan pengumpulan Data;

b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data
Indonesia tingkat daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

c. melakukan koordinasi pengumpulan data sesuai
kebutuhan perencanaan; dan

d. memeriksa Data Prioritas yang disampaikan oleh
Walidata tingkat Daerah.

(2) Pembina Data Statistik tingkat Daerah yaitu Badan
Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo.

(3) Pembina Data Geospasial tingkat Daerah yaitu
Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi
penunjang perencanaan dan fungsi penunjang
penelitian dan pengembangan.

(4) Pengaturan lebih lanjut mengenai Data Prioritas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 11

(1) Walidata tingkat Daerah dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian,
dan bidang statistik yang merupakan Instansi Daerah
yang bertugas mengelola dan menyebarluaskan Data.

(2) Walidata tingkat Daerah mempunyai tugas:

a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh
Produsen Data tingkat Daerah sesuai dengan prinsip
Satu Data Indonesia;

b. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu
Data Indonesia; dan

c. membantu Pembina Data tingkat Daerah dalam
membina Produsen Data tingkat Daerah.



(3) Walidata tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibantu oleh Walidata pendukung yang
berkedudukan di unit yang bertugas sebagai Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di
setiap Perangkat Daerah.

(4) Walidata pendukung bertugas:

a.

b.

membantu Walidata tingkat Daerah dalam rangka
menyelesaikan tugasnya;

memeriksa kesesuaian dan kelengkapan Data yang
disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah
sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;

menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata
tingkat Daerah untuk disebarluaskan; dan

membantu Walidata tingkat Daerah dalam membina
Produsen Data tingkat Daerah.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 dihapus sehingga Pasal 12
berbunyi sebagai berikut.

Pasal 12

(1) Produsen Data tingkat Daerah terdiri atas:

(2)
(3)

a.
b.

C.

Instansi Daerah;
Perusahaan Umum Daerah;

Instansi Vertikal;

d. Perguruan Tinggi; dan/atau

. pihak lain yang disepakati sebagai Produsen Data

tingkat Daerah dalam Forum Satu Data Indonesia
tingkat Daerah.

Dihapus.

Produsen Data tingkat Daerah mempunyai tugas:

a.

memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat
daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan
Interoperabilitas Data;

. mengolah Data;

c. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data

Indonesia;

. menyampaikan Data beserta Metadata kepada

Walidata tingkat Daerah;

. melakukan pemutakhiran Data secara berkala; dan

f. menunjuk administrator.



5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

Pasal 13

Pembina Data tingkat Daerah, Walidata tingkat Daerah,
dan Walidata pendukung berkomunikasi dan
berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia
tingkat Daerah.

Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah
dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang
melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan
fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dalam
pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen
Data tingkat Daerah dan/atau pihak lain yang terkait,
termasuk selain pemerintah.

Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah
berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka
menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan
Satu Data Indonesia tingkat Daerah.

Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah
dilaksanakan secara periodik minimal 1 (satu) kali
dalam setahun.

Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah
menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam
Berita Acara atau Nota Kesepakatan.

Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam
pertemuan  koordinasi, khususnya pada saat
pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu
Data Indonesia tingkat Daerah meminta arahan Bupati.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 14

Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dalam
pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu
Data Indonesia tingkat Daerah.

Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah bersifat
ex-officio, yang secara fungsional dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi
penunjang perencanaan dan fungsi penunjang
penelitian dan pengembangan.

Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah
bertugas:

a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis
operasional dan administratif kepada Forum Satu
Data Indonesia tingkat Daerah; dan



b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum
Satu Data Indonesia tingkat Daerah.

(4) Pembentukan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

. Ketentuan ayat (4) Pasal 23 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Perangkat Daerah menyediakan akses Data kepada
Pengguna Data.

(2) Produsen Data tingkat Daerah dan Walidata tingkat
Daerah dapat mengajukan pembatasan akses Data
tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat
Daerah.

(3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia
tingkat Daerah.

(4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang
melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan
fungsi penunjang penelitian dan pengembangan selaku
Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.

(5) Bupati menetapkan Data yang dibatasi aksesnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data
Indonesia tingkat Daerah dilaksanakan oleh:

a. Walidata tingkat Daerah untuk Pengguna Data pada
perangkat Daerah; dan

b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID)
atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan,
dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk
Pengguna Data di luar perangkat Daerah.

(7) Data yang tidak dapat dipublikasikan oleh Perangkat
Daerah yaitu data yang sifatnya harus dirahasiakan dan
dilindungi oleh Undang-Undang.



8. Diantara Bab V dan Bab VI disisipkan 2 (dua) bab, yakni
BAB VA dan VB sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

BAB VA
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 25A
Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan
disinsentif kepada Produsen Data dalam

Penyelenggaraan Satu Data Tingkat Daerah.

Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa:

a. penghargaan; dan/atau
b. pelatihan.

Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa teguran dan/atau tidak diberikan insentif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Ketentuan dan proses pemberian insentif dan
disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VB
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 25B

Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data
Tingkat Daerah dilaksanakan terhadap Produsen Data.

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat Satu Data
Tingkat Daerah bersama Walidata Tingkat Daerah.

Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan sesuai kebutuhan.

Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.

Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaporkan kepada
Bupati oleh Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 November 2024

BUPATI SUKOHARJO
ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 November 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Y & \%%
~@ A 2] Ditandatangani secara
*| elektronik oleh :

TEGUH PRAMONO,SH,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003
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